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PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 41 TAHUN 2002
TENTANG
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat
membawa bencana yang besar dengan akibat yang luss, baik terhadap
keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat
kelancaran pembangunan, khususnya di Kota Palembang. oleh karena itu periu
ditanggulangi secara Iebih berdaya guna dan berkesinambungan;

bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hamya merupakan
tanggung jawab Pemerintah Kota Palembang, sejalan dengan ketentuan Pasal 19
angka 2 huruf g Persturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang dibidang penanggulangan
kebakaran, namun juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya,
schingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani
penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun refresif;

Peraturan Dacrah Kola Palembang.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I

dan Kotapraja di Sumatcra Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

Peratuan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemeriniah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tcknik Penyusunan

Peraturan  Perundang-Undangan, Bentuk Rmngm Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 11 Tahun

1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Membongkar Bangunan.

Peraturan Dasrah Kota Palembang Nomor 22 Tshun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintzh Kota Palembang,

Peraturan Dacrah Kofa Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan,

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKATILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

FERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PENANG-
GULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kota Palembang,

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom
yang lain scbagai Badan Eksekutif Dacrah,

Kepala Daerah adalah Walikota Palembang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dinas Penonggulangan Bahaya Kebakaran adalsh Dinas Penanggulangan
Bahaya Ksbakaran Kota Palembang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota
Palembang.

Badan adalah suafu bentuk badan usaha yang meliputi perscroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
dacrah dengan nama dan bentuk apapun, persckufuan, perkumpulan, ﬁrma.
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usahatetap serta badan usahs lainnya.

Instansi ataun Pejabat yang berwenang adalah Imtmn atau anbsl yang

Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup
Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Kebakaran

Api Berat (APAB) yang mengurangi.

Alarm Kebakaran adalzh snatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat
awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alagan kebakaran
otomatis,

Hidrant adalah hidrant kebakaran yang digunakan untuk memadamkan
kebakaran yang dapat borupa hidrant kota, hidrant halaman dan hidran

gedung.

Pemercik (Sprinkier) Otomatis adalah suatu sistim pemancaran yang bekerja
otomatis bila mana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.

Sistim Pemadam Khusus adalah suatu sistim pemadam yang ditornpatkan pada
guatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan
menggunakan bahan pemadam jenis besar gas dan atau jenis kimia kering.
Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi
alat pemadsm kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, langga
kaleng/karung pasir,

Bahaya Kebakaran Ringan adalsh ancaman bahaya kebakaran vang
mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi
kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.

Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai jumlsh dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang
mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua lima perscpuluh) meler
dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, schingga penjalaran

api sedang,

Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancsman bahaya kebakeran yang
mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang
mudah terbakar dengan tinggi terjadi kebakaran melepaskan panas sedang,
schingga penjalaran api sedang,

Bahaya kebakaran sedang 3 (figa) adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apakah terjadi
cepal.
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Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang
mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran
melepaskan panas tinggi.

Bangunan adalsh suafu perwujudan fisik arsitekiur yang dignnakan scbagai
wadah kegiatan manusia.

Bangunan terdahuiu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan
Daerah ini berlaku.

Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari
permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14
(empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.

Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih 14
(empal belas) meler dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan
ketinggian 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari
permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan)
lantai.

Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala
macam kegiatan kerja unfuk produksi termasuk pergudangan.

Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya
dipakai untuk scgala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran,
pertokoan dan pasar.

Bangunan perumshan adalah bangunan yang peruntukanmya layak dipakai
untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek
perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.

Bangunan campuran adalah bangunan yang peéruntukannya merupakan
campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada huruf v,w dan x di atas.
Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran
lapisan tertentu schingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum
terbakar dalam jangka wakto yang dinyatakan dalam satnan wakm (jam).
Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen ikatan atau campurannya bersifat
mudah menyala terbakar, korosit dan lain-lain karena penanganan
penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapal menimbulkan bahaya
terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.

Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkenan panasfilatan
api, mudah terbakar dan cepal merambatkan api.

Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena
panas/jilatan api tidak mudah dibakar dan lambat merambatkan api.

Suasana dalam keliarga adalah jalan yang tidak terputus atau terhadalng
menyju suato jalan umum termasuk di dalamnya pintu penghubung, jalan
penghubung, ruangsn penghubung, jalan lantai, tangga terlindung, tangga
kedap asap, pintu jalan kefuar dan halaman fuas,

Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran
dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api.

Beban hunian (ocoupant load) adalsh batas jumlah orang yang boleh
mencmpati suatu bangunan atau bagian bangunan tertenfu.

Kapasitas sarana jalan keluar adalah jomlah minimal lebar sarana jalan kelnar
Jarak tempuh adalah jarak maksimal dari titikterjauh pada suatu ruangan
sampai pada tempat yang aman baik berupa pintu ruangan, pinfu tangga
kebakaran, jalan lintasan keluar dan halaman luar.

Jalan lintas  keluar (exit pasca seway) adalah suatu jalan lintasan mendatar
dari bagian ruang yang diperlukan pada ruang jalan keluar yang ada schingga
keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan kelvar.

Ban berjalan (moving walk) adalah alat transportasi mendatar dalam

bangunan.
Tanda jalan keluar adalah suatu tanda yang dipasang untuk menunjukkan aba-
aba jalan keluar tersebut.
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Ruang efektivitas ruang yang digunakan untuk menampung aktivitas yang
sesuai dengan fungsi bangunan, misalnya ruangan efektif suatu hote] antara
lain kamar, restoran dan lobby,

Ruang sirkulasi adalsh ruang yang hanya dipergunakan lalu lintas atau
sirkulasi dalam bangunan, misalnya pada bangunan hotel adalah koridor,

- Jalan penghubung (koridor) adalah ruang sosialisasi horizontal pembangunan

yang digunakan sebagai salah satu sarana menuju jalan kejuar,

Jalan terlinding adalah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan
dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunen lammya
dalam suatu bangunan.

Bukaan (opening) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat
pada dinding.

Bukaan tegak (vertical opening) adalah hibang yang menembus lantai dan
berbentuk cerobong/shate,

Bahan komponen struktur bangunan adalah bahan bangunan yang dipakai
sebelah bahan pembentuk komponen struktur bangunan seperti kolom, balok,
dinding, lantai, atap dan sebagainya.

Dinding penyckat (parsition) adalah dinding tidak permanen yang menyekat
ruang menjadi dua bagian.

Dinding pembagi adalah dinding yang membagi bangunan menjadi dua
bagian.
thhzgpﬂninhﬁdalahdhdiﬂgpﬁmmmymgmumiuhkmmangm
menjadi dua bagian.

Dinding pelindung adalah dinding yang membatasi/melindungi ruangan atau
lantai atau bahkan terhadap bagian luar bangunan.

Bahan lapis penutup adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai lapisan
penutup bagian dalam bangunan (interior funishing material).

Bahan pelapis 1antai (floor funishing) adalah bahan pelapis yang ditempelkan
pada lantai bangunan yang tidak mudah terbakar.

Pembatas api (firc devision) adalah dinding vang tidak mudah terbakar dan
digunakan unfuk melokalisasi kebakaran dalam snatu bagian bangunan,

. Penghenti api (fire stopper) adalah suatu komponen konstruksi yang tidak

mudah terbakar, dipasang pada fompat ftertentu untuk menghentikan
penjalaran api.

Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu
jalan keluar.

Batang panik adalah suatu alat berbentuk batang yang dipasang pada pintu
kebakaran untuk mempermudah membuka pintu bagi orang yvang dalam
keadaan panik,

Tangga puntir (spiral) adalah tangga yang berbentuk spiral dengan beban
pemakaian ruang yang lebih kecil dari tangga biasa.

Tangga dalam adalgh sasaran yang menghubungkan kegiatan vertikal dalam

bangunan.

Tangga kedap asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam
atau Juar bangunan yang kenstruksinya harus tahan api dan kedap asap,
Tangga kebakaran terlindung adalah tangga kebakaran yang terpisah yang
digunakan scbagai jalan kehuar pada saat terjadinya kebakaran.

Tangga kebakaran tambehan adalah tangga tambahan yang ada pada bangunan
lama agar tersedia 2 (dua) jalan keluar yang berbeda dan saling berjauhan
sebagai sasaran jalan keluar,

Tangga tegak (ladder) adalah suatu tangga yang dipasang dituar bangunan dan
tidak digunakan scbagai sarana jalan keluar,

Lantai tambahan adalah lantai tambahan yang dibuat dalam bangunan diantara
2 (dua) lantai bangunan dengan hias tidak melebihi 0,5 (lima persepuluh) dari
luas lantai bangunan tersebut.

. Cerobong (shaf) adalah sumuran atau saluran tegak yang terdapat dalam
bangunan.



67, Luas lantai kotor adalah luas lantai kotor dikurangi luas koridor, ruang tangga
dan Inas ruangan yang digunakan untuk benda-benda tidak bergerak yang
berada pada lantai tersebui.

68. Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu

ruangan.

69. Daerah kebakaran adalah dacrah yang terancam bahaya kebakaran
mempunyai jarak 50 (lima puluh) meler dari titik api kebakaran terakhir,

70. Daerah bahaya kebakaran adalah darah yang ferancam bahaya kebakaran yang
mempunyai jarak 25 (dua puluh ima) meter dari titik api kebakaran ferakhir.

71, Barisan sukarcla kebakaran (BALAKAR) adalah sctiap orang atan anggota
masyarakat wilayah Kola Palembang yang terasa berikan keterampilan khusus
fentang  penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu
melaksanakan tugas pemadaman tingkat-lingkat periama yang organisasi dan
tata kerjanya ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

72, Mangjemen sistim pengamanan kebakaran adalsh suatu sistem pengelolaan
uniuk mengamankan penghuni pemakai bangunan maupun harta benda di
dalam dan dilingkungan bangunan terscbut terhadap bahaya kebakaran.

73. Pengalih tenaga olomatis adalah suatn adat yang apabila sumber aliran listrik
utama putus (padam) maks sccara olomatis akan menghidupkan pembangkit
listrik darurat.

74. Pemutus tenaga hubung singkat ketanah adalah suatu alat yang apabila terjadi
Iubungan singkat (konsleting) akan secara otomatis memutuskan listrik secara
keseluruhan,

BABII :
PENCEGAHAN UMUM
Pasal 2

Setiap penduduk wajib akiif berussha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan
sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

(1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian
rupa, schingga setiap bangunan rumah bisa terjangkan oleh pancaran air unit
g:;mdam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil

(2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi
hidran atau sumur gali atau reservoar kebakaran dan lingkungan bangunan yang
berjarak lebih dari 100 (scratus) meter dar jalan lingkungan dilengkapi hidrant
tersendiri.

(3) Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagal berikut ;

a.  Masing-masing hidrant berkapasitas minimum 1000 (seribu) liter/menit;
b.  Tekanan di mufus hidrant minimum 2 (dua) kg/em?2;
¢. Maksimal jarak antara hidrant 200 (dua ratus) meter.

(4) Sumur gali atau reservoar kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.  Tersedia setiap saai sckurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter air;
b, Sckeliling sumur gali atau reservoar diperkeras supaya mudah dicapai
mobil pemadam kebakaran. '

(5) Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumashan harus disencanakan
sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan saran komunikasi umum yang dapat
dipakai sctiap saat.
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Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilarang
tempat parkir kendaraan, pemasangan portal dan atau gapura yang
menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil Dinas Penan
Bahaya Kebakaran.

fat

Pasal 4

Alat peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi
persyaratan keselamatan dan Keamanan serfa kefentumn tenfang gas yang
berlaku,

Penempatan instalasi gas besenta sumber gas harus aman dari sumber api dan
atau sumber panas.

Insialasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui
kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas.

Pemasangan instalesi gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannya harus
diuji oleh instansi yang berwenang sebelum dipergunakan.

Instalasi gas harus diuji secara berkala olch instansi yang berwenang sesuai
dengan ketentian yang berlaku,

Pemediaan gas dalam bangunan untuk keperluan schari-hari harus dibatasi
jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Pasal 5

Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber ulama Pervsahaan Listrik
Negara dan atau generalor.

Alat dan kelengkzpan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan
cara pemasangannya harus memenuhi Perafuran Umum Instalasi Listrik

(PUIL).

Panel induk instalisi harus dilengkapi dengan pemufus tonaga hubungan
singkat ke tanah,

Pembangkit listrik darurat harus dilengkapl dengan pengalih tenaga otomatis,
Sctiap instalasi listrik din perlengkapan bangunan serta peralatannya harus
dirawat, diperiksa den diteliti secara berkala olch penanggung jawab bangunan,
Setiap kabe| listrik yang digunakan untuk penanggnlangan kebakaran harus dari
jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran air.

Pasal 6

Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari
sambaran petir, maka pada bangunan gedung khususnya bangunan menengah
dan bangunan linggi, harus dipasang penangkal petir,

Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalosi penangkal petir harus
mengikuti ketentuan szbagaimanz yang fercantum dalam Peraturan Umum
Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).

Pasal 7

Mengambil dan menggunakan air dari hideant kota harus scizin Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Dilarang membiarkan benda afau alat yang berapi yang mudah menimbulkan
kebakaran tanpa pengawasan.



Pasal 9

Dalam lingkungan perumahan, sckolah, rumah sakit atsu rumah perawatan dan
perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan
sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.

BABIII
PROTEKSI UMUM KEBAKARAN
Pasal 10

(1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus
memenuhi ketentuan yang ditetapkan olch Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk.

(2)  Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang
memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan
dipasang pada fempat yvang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan

baik, bersih schingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas,
Pasal 11

Penenfuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk
pencegahan dan pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran
dan kemampuan fisiknya.

Pasal 12

(1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok
pada sctiap kebakaran,

(2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat
vang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, schingga mudsh dilihat dan
digunakan oleh setiap orang pada sast diperlukan,

(3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan, pemasangan dan pemberian
tanda-tandanya harus discsuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan olch
Kepala Daerah.

Pasal 13

(1) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketenfuan yang

(2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaanya dapat
menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa
dan kesehatan,

Pasal 14

(1) Instalasi hidran gedung dan atzu hidran halaman harus memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketenfuan yang berlaku,

(2) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus selalu dalam kondisi
siap pakai.

Pasal 15

(1) Pada bangunan menengah dan tinggi terdahuby yang tidak memiliki kopling
pengeluaran yang berdiameter 2,5 (dua lima persepuluh) inci harus dipasang
pipa tegak kering (dry riser) yang dilengkapi dengan kopling yang sama
dengan kopling yang digunakan Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.



(2) Pipatcgakk_crhsscbagaimmdimakmdayﬂ(l)panlhihmadﬂmshpi
dengan kopling penyambung yang sesuai dengan kopling yang digunakan
Dinas Penanggulaingan Bahaya Kebaksran (fire brigade connection) dan
penempatannya harus  mudah  dicapai olch mobil pompa Dinas
Penanggulangan Bahaya Kebakaran,

Pasal 16

(1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai  dengan
kelentuan yang berlaku.

(2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

(3) Jenmis alst pengindera yang digunaksn harus disesuikan dengan sifat
PENZEUNAGN MUaNgannya.

Pasal 17

Pemasangan tipe alarm kebakaran harus discsuaikan dengan kiasifikasi ketahanan
api bangunan, jenis penggunasn bangunan, jumlah lantai dan jumlsh luas minimum
perlantai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

(1)  Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi
alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran
ofomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

(2) Suatu instalasi pemercik olomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis
lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan
instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan
menunjukkan fempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.

(3) Seﬁapp:mamgmpapanpenmjukumpmeldmkmmpemmikyang
berfungsi sebagai system alarm otomalis, maka alarm kebakaran tersebut harus
dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau Dinas Penanggulangan
Bahaya Kebakaran.

Pasal 19

Instalasi pemercik olomatis yang dipasang pada setisp bangunan atan bagian
bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya
scbagaimana ditctapkan oleh Kepala Dacrah.

Pasal 20

Penggunaan ruang atan bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya
kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dari ketahanan api struktur
termasuk dindingnya, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakarannya.

Pasal 21

(1) Jarak minimal antara bangunan harus diperhitfungkan sesual dengan ketentuan
yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat
pada bangunan sekitarnya, schingoa apabila salah samu bangunan tersebut
terbakar, maka bangunan lain disekitarmya tidak terpengaruh oleh pancaran
panas (radiasi) kebakaran tersebut.

(2) Jarak antar bangunan yang bemsebelahan dengan bukasn saling berhadapan
harus memenuhi ketentuan scbagai berikut :

a. minimum 3 (tiga) meter untuk bangunan vyang berketinggian sampai
dengan § (delapan) meter;
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b. minimum & (enam) meter untuk bangunan yang berketinggian 14 (empat
belas) meter;

c. minimum 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berketinggian 40
(empat puluh) meter;

d. lebih dari 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berketinggian lebih dari
40 (empat puluh) meter.

Pasal 22

Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti sccara

otomatis apabila terjadi kebakaran.

Saluran (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (fire

damper) yang (hpat menutup secara ofomatis apabila terjadi kebakaran,

Alat penahan api (fire damper) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini

pemasangannya harus discsuaikan dengan kompar temen bangunannya.
penghambur (diffuser) harus tidak mengurangi kepekaan alat

pengindra kebakaran yang berdokatan.

Pasal 23

Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus
direncanakan bobas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistem
pengendalian asap.

Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang-ruang
yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap
dengan menggunakan ventilasi mekanis, yang akan bekerja secara otomatis
apabila terjadi kebakaran,

Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya vang bekerja secara
terpusat harus dapat dikendalikan baik secara otgmatis maupun manual dari
mang sentral.

Bangunan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap
dari dalam bangunan.

BABIV
SARANA PENY ELAMATAN JIWA
Bagian pertama

Umum

Pasal 24
Setiap bangunan harus memenuhi kefentuan mengenai sarana jalan keluar
kecuali ditentukan fain olch Kepala Dacrah scsuai dengan klasifikasi
perunfukan bangunannya.

Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan  mengubah/
menambazh bangunan atsu mengubah perunfukan suatu bangunan,

Pasal 25

Komponen jalan keluar harus merupakan kesafvan yang tidak (erpisahkan dari
bangunan serta harus dibuat secara permanen.

(1)

Pasal 26

Kecuali ditentukan lain ol¢h Kepala Dacrah sesuai dengan peruntukkan

bangunan, kapasitas jumlah orang per-unit cksit untuk sarana jalan keluar,

ditentukan sebagai berikut :

a.  Jalan kelvar mendatar, termasuk jalan landai kias A, 100 (serstus) orang
per ekait unit;
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b. Jalan keluar menurun, termasuk jalan landai klas B, 60 (enam puluh)
orang.

Ukuran sarana jalan keluar harus dihitung per unit eksit, dengan lebar per unit
cksit adalah 60 (enam puluh) cm, kelebihan hitungan di bawah 1 (satu) eksit
unif ditentuken dengan pembulatan ke atas menjadi bilangan tengahan atau
satuan penuh,

Unit ckeit dinkur di tempat yang paling sempit dengan langkah boleh menonjol
maksimum 9 (sembilan) cm di kedua sisi dan sebuah balok bolech menonjol
malkgimum 4 {empat) cm.

Pasal 27

Apabila diperhikan lebih dari satu jalan kehuar untuk 1 (satu) tingkat, maka
Ietak dari masing-masing jalan keluar harus berjauhan dan harus di atur atau
dibuat sehingea mengnrangi kermmgkinan ferhalangnya penggunaan jalan
keluar tersebit oleh api atau kondisi darurst lainnya.

Pada bangunan bertingkat dan bangunan kopel yang terdiri dari beberapa
unit/petak, harus terdapat bukasn pada bagian atap sefiap pefak/unit untuk
menuju ke unitpetak yang bersebelahan,

Pagar pembatas antar petak di lantai atap harns retinggi-tingpinya 120 (seratus
dua puluh) cm dan minimal pada kedua sisi terjauh bangunan harus disediakan
tangga kebakaran tsmbahan,

Pasal 28

Jarak tempuh ke jalan keluar bagi bangunan-bangunan yang tidak mempunyai
pemercik harue disesuaikan dengan klasifikasi perantukan bangunan sebagai
berilart :

3. unmk gedung pertemman umum (termasvk tempat pendidikan) maksimum
45 (empat puluh lima) meter;

b.  untuk perkantoran makeimum 45 (empat putah lima) meter;

¢ unfuk perickoan maksimum 30 (tiga puluh) meter;

d. untuk perhotelan termasuk bangunan rumah susun maksimum 30 (tiga
puluh) meter;

e untuk mmsh sakit (termasuk panti-pantl) maksimum 30 (tiga puluh)
meter;

f.  untuk bangunan pabrik maksimum 30 (tiga puluh) meter;

g uniuk bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi
maksimum 20 (dua puluh) meter.

Jarak tempuh ke jalan kelusr bagi bangunan yang mempunyai pemercik
maksimmm 150% (seratus lima putuh persen) dari jarak tempuh pada bangunan
tak mempunyai pemercik schagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Jarak tempuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dan syat (2) pasal ini, hanya
berlaku bila bangunin mempunyai 2 (dua) arah keluar yang tersendiri.

Setiap bangunan yang hanya mempunyai 1 (satu) arah keluar, jarak tempuh ke
Jjalen keluar pada bangunan yang mempunyai pemercik maksimum 20 (dua
puluh) meter dan pada bangunan yang tidak mempunvai pemercik maksimum
15 (lima belas) meter.

Pasal 29

Penempatan setiap jalan keluar dan pencapainnya harus diatur schingga dapat
digunakan dan dilalui sctiap saat.
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(2) Jalan menuju keluar harus diatur schingga tidak melalui bagian yang berbahaya
kecuali jalan (ersebut dilindungi secara efektif oleh pemisah atau pelindung
fisik lainnya,

(3) Lebar setiap julm menuju jalan keluar minimum 120 (seratus dua puluh) cm
dan harus sesual dengan jumiah penghuni serta peruntukan bangunannya.

Pasal 30

Setiap bagian bangunan luar dari sarana jalan keluar antara lain berupa balkon
serambi muka atau atep, harus bebas rintangan, padat (afa dan pada bagian-bagian
yang lesbuka harus micmipunyal pagar pelindung sctinggi minimum 90 (sembilan
phuh) ¢ dan torbuat dari bahan yang kuat dan tahan api.

Bagian Kedua
Sarana Jalan Keluar
Pasal 31

Sctiap koridor yang berfungsi sebagai jalan keluar harus memenuhi ketentuan
scbagai berikut:

a.  lebar minimum 1,2 (satu dus perscpalult) meter;

b. atai di atas dan di bawah permukann tanah harus mempunyai jalan keluar yang
diatur sedemikian rupa schingga semua jurusan menuju ke tangoa;

¢ beiwbungan langsong dengan jalan, halaman aiau tempal ierbukz, yang
berhubungan langsung dengan jalan umam;

d.  sctizp pintu yang meauju jalan penghubung buntu harss merupakan pindu yang
dapat mesulup sendin secara otomatis.

Pasal 32

(1) Sectiap jalan Keluar mendatar haras diboat dasi balas yang tidak mudah ierbaker
dan letaknya diatur sedemikian rupa schingga jalan tersabut merupakan jalan
yang tidak terputus menuju kelvar bangunan.

(2) Pintu yang menghubungkan jalan keluar mendatar tersebut tidak boleh terkunci.

(3) Jalan keluar mendatar pada lantai bawah yang tidak dilindungi oleh bahan yang
tidak mudah terbakar haius memenuhi ketentuan sebagai berikut

a, terpiesh dari lantai di atas maupun di bawahnva dengan konstruksi tahan
api 2 (dua)jam,

b. jalan keluar dari lantai atss maupun bawah tidak bolch berakhir pada
lantai dacrah kebakaran terbuka kecuali dipissh dengan dinding tahan api
minimum 2 (dua) jam.

Pasal 33

(1) TJalan landai klss A yang digunakan sehagai jalan keluar horus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :

lebar minimum 1,2 (satu dua persepuluh) meter;

kemiringan minimum 1 (zam) : 10 (sepuluh);

perbedann kelinggian antera duz bordes, tidak terbatas;

kapasitas orang per unit cksit, ke bawah 100 (seratus) orang ke atas 75
(tujuh puluh lima) orang.

(2) Jalan landai kKlaz B yang dipunakan sebagai jalan keluar harus memenuhi
ketentuan scbagai berikut :

o Tp

2. lehar minimum 90 (sembilan puluh) cm;
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Lemiringan minimum 1 (satu) : 8 (delapan);

perhedann ketingeian antara dua bordes maksimum 4 (empat) meter;
kapasilas orang per unit eksit, kebawah 75 (tujuh puluh lima) orang, ke
alns 60 (enam pukah) orang

ap s

(3) Permukaan jalan landai ssbagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal fni
harus ditzeri lapisan kadar atau bahan anti selip.

Fasal 34

Eckalator yang digimakan sehagai sarana jalan keluar hamis memenuhi persyaratan
sesuai dengan  ketentuen Peratewran Dacrsh Kotamadya Daerah Tingkat 1T
Palembang Nomor 1! Tahun 1996 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin
Membongkar Bangunan.

Pusal 32

(1) Setiap mangan yang digamakan olelt lebil dari 80 {enam puluh) oranp, harus
dilengkapi dengan minimwn 2 (dua) pintu keluar vang ditempatian berjauhan
sai dengan yang lainnya

(2) Pintu keluer harus memenuhi keteniuan sebagai berilat :

a.  haves berhubungan lmgsung dengan jalan penghubung, tanggs dan
hatsmem Juar, stau jalan umum dan tidak merupakan pintn dorong atau
pinfu roda;

b.  lebar pintu minimum 90 (sembxilan puhih) em.

(3) Pinu putar hapya boleh digunskan spabils disampmg pintu putar tersebut
dipazang pinm jalan keluar yang memennhi pereyartan,

Pasal 36

(1) Semua tangga kebakaran yang berada di dalam bangunsn hans memenuhi
ayarat sesnai dengan Ketentusn yang ditetaphan oleh Kepala Daerah.

(2) Dilarang menggunakan tzagga spital sebagai fangga utama, atau tangga
kebakaran kecuali jika jumlsh grang yang setizp harinya menggunakan tanges
tersebut tidak lebih dari 5 (lima) orang.

(3) Tangga yang tidak tergolong dalom jalan kehar terlindung yang digimalan
untuk jalan yang tidak lebih dari 2 (dua) tingkat dengan penghuni vang sama
tidak periu diberi pelindung, dengan kefentnan behwa luas kedua tingkat
tersebut tidak lebih besar died uas maksimal yang diizinkan wntuk tingkat di
atasnya.

(4) Tangga penghubung atau tangga umum tidak perlu dilengkapi dengan
pelindung apabila keduanya menghubungkim pinte massk utame dengan
tingkat dlstaenya atau apabila menghubunglan lantal dengan lanti tambahan
pade tingkat yang sama,

(5) Taugga tidak memerluban pelindung apabila hanya melewati salu tingkat
bangunan yaug menuju ke atau dari sebush ruangan termiup,

(6) Ruang kosong i hawazh tangga kebakaran tidak boleh digunalan untuk
kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran,

Pasal 37

Setiap tangga kebakaran kedap acap lLarss memenuhi persyaralan scsuai dengan
ketentuan yang ditctapkan oleh Kepals Daerah,
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BABY
PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN
Bagian Pertemn
Bangunan Rendah
Paragral I

Bangunan Pabrik dan atau Gudang
(Klasifikasi T)
Pasal 38

Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan vang
ienis dan jumlahnya disesnaikan denpan klhasifikasi ancaman bahaya kebakaran
dan jarak jangkauannva.

Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus
dilindungi dengan alat pemadam api ringan vang berdava pada minimum 2 A,
5B - 10 B dan ditempatkan pada tompat-fempat yang janghauannya maksimum
25 (dus puluh lima) meter.

Setiap bangunan pebrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang hams
dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A,
10 B - 20 B dan diempatkan pada tempat-tempal yang jangkavannya
maksimum 20 {(dua pulub) moter,

Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakavsn tinggl harus dilindungi
dongan alal pemadam £pi ringan yang berdaya pada minimum 20 A, 40 B - 80
D dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannys maksimum 15
(lima belas) meter.

Pusal 39

Sclisp bangunan pabrik selain memennhi keténtuan sebagaimane dimaksud
Pasal 38 avat (2), ayal (3) dan ayat (1), harus dilindungi pula dengan unil hidran
kebakaran denganketentuan bahwa panjang slang dan pancaran air yang ada
dapat menjanglau sehurch ruangmn yimg dilmdungi,
Sctizp bangunan pabiik dengan encmman bahaya kebakaran sngan yang
mempunyai fvas lantai minimum LOG0 (seribu) m2 dan maksimum dan
maksimun 2,000 (dos nibu) m2 harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran,
seliap penumbzhan luss lamtai maksimum 1.000 (seribu) m2 harus ditambah
minitmum 1 (satu) itk hidrant.
Sctinp bangunan pabrik dengan ancamen kebakaran sedang  yang mempunyai
Iuas lantai minimum 800 {delapan mtus) m?2 den maksimom 1.600 (seribu cnam
ratus) m2 harue dipasang minimum 2 (dua) titk hidran, setiap penambahan luas
lantai maksimum 800 (delapan ratus) m2 harus ditambah minimum 1 (satu)
titik hidrant.
Sctiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran tinggi yang mempunyai
juas fantar mininm 600 (cnam ratus) m2 dan maksimum 1.200 (seribu dua
ratus) m2 harus dipasang minimurn 2 (dus) titik hidran, setisp penambahan [uas
iantai maksimum 600 (enam ratus) m2 harus dilambah misimum 1 (satu) titik
hidrant,

Pasal 40
Sctiap bangunan pabeik dan atau bagiannya yang proses produksinya
menggunakan atau menghssilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya

kebakaran harus difindungi deagan sisten alarm seeuai dengan ketenivan yang
bexlaku,
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Sefiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang
berada di kompleks bangunan pabrik maupun yang berdifi sendiri harus
mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebaksran sosusi dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Kepaia Dacrah.

Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang
dihuhmgkandmgmnhrmotomxthpadabmgnnmpabﬁkdmmgudmg
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, harus memperhatikan
keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya,

Apabila penggunaan air unfuk pemadaman dapat membahayakan harus
digunakan alat pemadam jenis gas otomatis,

Sctiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin, atau instalasi pembangkit
tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang
dihwbungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
Sctiap ruangan tempal penimpanan cairan, gas atau bahan bakar mudah
menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detector gas yang dihubungkan
dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam olomatis,

Pasal 41

Alat, pesawal, atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan
ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpissh sesuai dengan ketentuan
yang berlaku,

Alal atau pesawat yang menimbulkan panas atau nyala api yang dapat
menyebabkan ferbakamya uap panas atau bahan yang sejenisnya, dilarang
dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meler dari suatu
ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar
scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
Sistamulmmgadmmmymgmudahmbakuhamdﬂwgkapidm
katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas,
Ruang alau daerah dalam bangunan pabrik dan atau gudang vang digunakan
mmmmkmlmmm,mmmmmg
mesin, tabung gas, dan ruang atau dacrah lainnya yang mempunyai potensi
kebakaran harus dilcmpatkan terpisah atan bila ditempatkan pada bangunan
utama, harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartémen yang nilai
ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau laniai
kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali untuk
bukaan yang dilindungi.

Pasal 42

Jumlah maksimal jenis bahan berbshaya yang diperkenankan disimpan dalam
kompleks suatu bangunan pabrik adalah scbanyak jumlah pemakaian untuk sclama
14 (empat belas) hari ketja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian
seliap hari

Pasal 43

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau
alat hembus atau alat hisap uniuk menghilangkan debu, kotoran, dan asap (uap),
mwnmcgarudaa,pﬁunwmwahmmmmmﬁdmmubspi

a.

pemasangan pesawat ventilasi sistern unit pada dinding bagian ar bangunan
harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding di dalam ruangan
yang mudah dijangkau dan digunakan;

pada saluran dengan sistem ventilasi atzu penghubung sistem sentral harus
dilengkapi dengan penahan api otomatis;

bila menggunakan sistem penshan api dengan cara manual maka penahannya
harus dapat mudah dibuka dan ditutup dari luar meangan;
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pmammmﬂmdmmslmmmmpmmyahanudmt
dikendalikan dari ruangan eentral pancl bahaya kebakaran baik secara olomatis
maupun manual;

debu, kotoran dan assp yang dikchuarkan dri pesawat ventilasi harus tidak
mengganggn keselamatan ummm.

Pasal 44

Suiap tentpat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan
alal pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna,
scbagaimana dimaksud Pasal 38 ayai (3) Peranwan Daerah ini, dan atau
dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.
Setiap pelataran parkir terbuka yang luas tidak lebih davi 300 (tiga yatus) m2
haras ditempatkan minimun 2 (dua) alat pemadam api ringan jends gas atau
jenis kimia kering serba guna, yang berukuron minimum 2 A, 10 B - 20 B
dipaszng di tempat yang mudah dilihat den mudah diambil untuk digunakan.
Sctiap ruangan harus dilindungs dari bahaya kebakaran dengan alat pomadam
api fingan (APAR) yang lvasnya tidak lebili dari 300 (iiga ratus) m2 harus
ditempatkan minimum 2 (dua) bush / tabung APAR, dan khusus ruangan yang
bersekat-sekut / kedap suara harus ditempaikan APAR minimum ! (satu)

iabung.
(4) Seiap kelebihan luas sanipai dengan 300 (tiga ratus) m2 sebagaimana dimaksud
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ayal (2) pasal ini, harus dimmbah dengan sebuah alat pemadam api.

Paragraf 2

Rangunan Umum dan atau Perdagangan
(Klasifikasl Ty

Pasal 45

Sctiap bangunan umtm/tenpal perlemuan, tempat hiburan, perbotelan, tipat
perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran
dengan alat pernadam api ringan yang bordaya padam minimal 2 A, 2B -5B
dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimium 20 (dua puluh) meter dari
setiap tempal.,

Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dai
ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya pada
minimum 2 A, 2B - 3 B dan ditsmpatkan dengan farak jangkau maksimum 235
(dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
bmphmmmhmmumhxmdﬂimhmgjdmimmbahaya
kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 3 A,
3B~ 10D dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 20 (dua puluh)
meter dari setiap tempat,

Pasal 46

Sctiap bangunan umumtempat pertemuan dan perdagangan selain memenali
Letentuan sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan Dacrah ini, harus
dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan
pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
Sctiap bangunan umum/tempat pertcmuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat
perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus)
2 harus dipasang minimura 1 (satu) titik hidran.

Setiap bangunan wmpat berbadat dan pendidikan untuk setiap 1000 (seribu)
m2 harus dipasang minimum | (satu) titik hidran,
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Puragraf 3

Baagunan Perumahan
(Klasifikasi IT1)
Pasal 47
Bangunan pennmhm dalam lingkungan perkampungan harus dilindungi dari
ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdava
padam minimum 2 A, 5 B dan ditempatkan pada setiap rukun tetangga (RT)

yang bersangkutan.
Bangunan perumaban sederhana hanss - dilindungi dari ancaman  bahava

kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam 24, 5 B dan
ditempatkan dengan jorak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari
setiap tempat.
Bangunan perumahan lainnya harus dilindungi dari ancaman bahaya padam
2 A, 10 B dan ditempatkan dengan jarak jangksu maksimum 20 (dua puluk)
meler dari setiap tempat,

Pasal 48

Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, disstiap rukun warga
(RW) harus disiapkan minimum 1 (Satu) unit pompa mudah jiniing dan tanaki.
Penampungan air dengan kapasitas minimum 30 (figa puluh) m3.

Scliap bangunan perumahan dengan Inas minimum 1000 (seribn) m2 hars
memasang minimum 1 (sat) titik hidran,

Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang
sistem alarm kebakaran otomatis,

Pasal 49

Bagi bangunan perumahan lainya dan bangnan perumahan yang merspakan
bangunan mmengah atau tingei berlaku ketentvan ssbagaimana dimaksud Pasal 41
Persturan Daerah ini.

(1)

2

(1)

(2)
(3)

Pasal 50

Ruang instalasi pendingiun sentral, pembangkit tcnaga listrik, dapur umum,
tempat menyimpan bahan bakar, caimn yang mudah terbakar, atau yang
scjonisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya
kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran oftomatis dan alat
pemadam kebakaran berukuran besar,

Ruangan pembangkit tenaga listrik atan yang sejenisnya schagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,

Pasal 51

Setiap rukun fetangga (RT) di lingkungan perumahan harus menvediakan
scbuah alst pemadam api ringan yang mempunyai dava padam minimum 2 A,
SBdmhamsdmdhkmdncmpatymgmﬂthdﬁmdmdmmm
Pengawasan tcknis dan administrasi dari alat scbagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini dlpenmggungiawabkm kepada T urah setempat.

Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini,
setiap lingkungan rukun warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus
dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah finjing dan tangki
airpenampang  air atau hidran kebakaran yang bertanggung jawab
penyediaannya dibebankan kepada Pemerintah Daersh, sedangkan tangeung
jawab pemggunaan dan perawatamnys diserahkan kcpad.a Lurah yang
bersangkutan.
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Pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaran scbagaimana dimaksud
ayal (3) pasal ini, dilakukan oleh Dinas Penanggnlangan Bahaya Kebakaran.
Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung,
ember, persediaan air scperlunya, dan perlengkapan pemadam lainnya yang
ditempatkan di suatu tempat schingga mudah digunakan.

Perlengkapan pemadam sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, harus selalu
berada dalam keadaan baik dan sewaktu-wakitu siap untuk digunakan, sedang
tanggung jawab tentang penyediaan alat tersebut diserahkan kepada Lurah yang
bersangkutan,

Paragral 4

Bangunan Campuran
Pasal 52

Terhadap sctisp bangunan campuran berlaku kefentuan pencogahan dan
pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan vang
bemsangkutan.

Pengecualian terhadap scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila pada
bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih
berat dipisahkan dengan kompariemen yang kelahanan apinya disesuaikan
dengan ancaman bahaya kebakaran yang lebih berat tersebut scsuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Bangunan Menengah
Pasal 53
Konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki
konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standar tahan api, dan scsuai
dengan persyaraian ketzshanan api sebagai berikut :

dinding uar 3 (iga) jam;
dinding penyangga dalam 3 (figa) jam;

kerangka bangunan luar 3 (tiga) jam;

kerangka bangunan dalam 3 (tiga) jam;

dinding penyekat tahan api 2 (dua) jam;

dinding penyekat tetap 1 (satu) jam;

jalan penghubung/selasar (dari bahan plesteran dan bata yang boleh
dipergunakan) 2 (dua) jam;

cerobong dari bahan tembok 2 (dua) jam;

lantai yang berfungsi sebagai atap 3 (tiga) jam;

dinding dalam arti ruangan 2 (dua) jam;

dinding pembagi 3 (tiga) jam;

dinding pemisah 2 (dua) jam.

Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak diperlukan terhadap
bahan yang telah memenuhi standar tahan api dari instalasi yang berwenang.

EEtiri @ Mo ae o

Pasal 54

Bahan atau perlengkapan lift, tangga, ventilasi dan bukaan tegak lainnya harus
dibuat dengan konstruksi fahan api scbagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1)
Peraturan Daerah ini.

Semua bukaan harus dilengkapi dengan pintu tahan api yang memenuhi
ketentuan konstruksi fahan api minimum 509% (lima puluh persen) dari
ketahanan api dinding tempat bukaan tegak yang bersangkutan.

Jendela kaca dengan kerangka metal yang dipasang pada bukaan luar harus
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketenfuan yang berlaku.
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Setiap bukaan luar di atap harus dilindungi olch pagar pelindung dengan tinggi
minimum 90 (sembilan puluh) cm dan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan

api.
Setizp koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana
dimaksud Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Sctiap pintu kebakaran jalan keluar harus merupakan pintu yang dapat menutup
scndiri dan tahan api minimum 1 (satu) jam.

Pasal 55

Pinta tahan api 1 (satu) atau 2 (dus) jam dapat digunakan sebagai pintu
pelindung tunggal.

Setiap bukaan yang memiliki konstruksi tahan api 2 (dua) jam dapat dipasang
dus pintu yang masing-masing mempunyai daya tahan api 1 (satu) jam dan
ditempatkan secara berurutan.

Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

a. dipasang sedemikian rupa schingga pintu kebakaran akan menutup secara
otomatis apabila subu ruangan mencapai 60 (enam puluh) derajat Celcius
atau 30 (tiga puluh) derajat Celeius di atas suhu maksimal ruangan;

b.  alat pencatat suhu harus dipasang di atas pinty;

¢. pintu dalam spatu ruangan yang berhubungan (interconnected doors)
harus dibuat scdemikian rupa schingga kedua pinfu menutup secara
otomatis apabila suhu mangan menggerakkan alat tersebut;

d. pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang
dapat menghalangi bekerjanya alat penutup tersebut,

Pasal 56

Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistem pengendalian asap yang
ketentuan pemasangannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.  bagian rusngan pada bangunan, yang digunakan untuk jalur penyelamatan
harug direncanakan bebas asap bila terjadi kebakaran;

b. ruang bawah tanah, mang tertutup, tangga kebakaran, dan atau ruang
lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas
asap, dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja sccara
otomatis bila terjadi kebakaran;

¢.  peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara
terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual
dari ruang seatral;

d.  sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara
otomatis bila terjadi kebakaran;

€. cerobong (ducling) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus
sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran;

f. scielsh pemasangan sistem pengendalian asap selesai, perlu dilakukan
pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang;

g pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang
menyumbat atau tidak;
sistem pengendalian asap yang dipasang pada tangga kebakaran harus
dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran,

Cerobong atau ruang kerckan dengan luas penampang lebih dari 0,4 (empat
persepuluh) m2 dan melewati lebih dar 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi
tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan wventilasi asap yang
luasnya minimum 5% (lima persen) dari luas penampang cerobong dan
memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong.
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Luas ventilasi a9ap tiap kendaraan UE maksionum 0,3 (tiga persepuluh) m2 dan
unmbk cerobong lainnys maksimum 0,05 (lima perserats) m2.

Ventilasi asap tunggal pada bukaan togak hanya diizinkan apabila lubangaya
menambus atas, apsbila tidak menembus harvs dipasang 2 (dun) buah ventilasi
asap yang luasnya sama dongan lubang ventilasi asap nggal yang berujung
pada sisi yang berlxinan,

Ventilasi sebogaimuna dimaksud ayat (4) pasal ind, harus mempunyai dinding
yang tidsk berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau
melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.

Kamar instalasi mesin lift termasuk lifi makanan dan barang yang langsung
berhubungan dengan cerobong lift harus Jilindungi dengan dinding yang tidak
mudah terbakar.

Pemluhmlm'hmar mesin dan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang
tidak nrudah terbakar dangan bukaan yang hanys diperiukan untak ventilasi.

Pasal 57

Setisp pengisap asap dari ruang bawah fansh dan bagian bawah tanzh hsrus
memenuhi keienman sebagai berikut :

a.

b.

(n
@

(0]

2)

(3

penempatannya harus diatur sedemikian rupa schingga tersebar dengan baik
pada tempat yang menghadap ke jalan atan pada dinding luar; .
dibuat scbanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum 0,1
(satu pegscpuluh) m2 untuk setiap 140 (seratus empat pulub) m2 dari ruang
tersebut;

pengisap asap pada ruang ketel didih, fudang bahan bakar, dan ruang dengan
peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri;

diwiup dengan bahan yang mudah dipecah oleh potugas pemadam kebaksran
dan diberi tanda yang jelas pada bagian luar bangunan yang berdekatan dengan
lubang asap (erscbut;

cerobong pengisap asap yang menombus lantai di atasnys harus dilindungi
dengan dinding talian api yang sama dengan suangan atau lantai tersebut dan
tidak beriubang dan apabila beberapa cerobong pengisap dari bagian bangunan
bertemu, maka corobong tersebut harus terpisah satu dengan lainnya;

untuk pemasangan dan pereliharaan berfaku ketenfuan sebagaimana dimaksud
Pasal 56 ayat (1) hurof £ dan g Peraturan Daerah ini,

Pasal 58

Sistem penyediaan udara segar pada bangunan harus memennhi ketentuan yang
herlaku.

Sistem penyelidikan udara segar scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
harus dibuat sedemikian mupa, schinggn bilz terjadi kebakaran dspat berhenti
secara otomatis,

Pasal 59

Setiap bangunan mencngah haru sdilindungi dari ancaman bahaya kebakaran
dengan sistem pemercik otomatis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
Pasal 19 Peraturan Daerah ini.

Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem
pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detektor yang dihubungkan dengan
ststem pemercik otomatis it yang ada dalam bangunan.

Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh
sistem tabir air (waler curiain), pemasangan (abir air harus sesual dengan
ketentuan yang berlaku,
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Pasal 60

Setiap bangunan menengah harus dilindungi oloh suatu sister alarm otomatis sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan
Dagrah ini,

Pasal 61

(1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh svatn sistem hidran sesvai
dengan ketenfuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerzh ini.

(2) Pemasangan hidran hams sedemikian rupa sgar dengsn panjong slang dan
pancaran air seluuh permukaan lantai di dalam banmman dapat dicapai dan
dilindungi.

(3) Hidrant ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja
yang konstan.

Pasal 62

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api
ringan yang kemampuen daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan
ketentuan schagaimana dimakswd Pasal 38 ayat (2), ayat (3), dan ayal (4) Peralurzn
Daerah ini,

Pasal 63

(1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 (lima belas)
meler harus dipasang sistem hidran darurat yang siap unfuk digunakan,

(2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahsp pembangunan dan selalu siap
digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat di bawah tingkai tertinggi yang
sedang dibangun.

(3) Bagian bangunan yang sudah sslesai dibangun dan izin penggunaannya telah
dikcluarkan olch yang berwenang, walaupun bangunan belum  selesai
keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 58
sampai dengan Pasal 62 Peraturan Dacrah ini.

Pagal 64

(1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atan alat
pengangkat mekanik dan atau eskalator yang harus dipasang scsuai dengan
ketentan yang berlaku.

(2) Untuk tugas penaggulangan kebakaran paling sedikit sebuah Lift harus dapat
berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atan tingkat bangunan
dapat dilayani oleh minimum scbush lift kebakaran vang dilindungi dangan
dinding ruang luncur tahan api minimum 2 (dua) jam.

(3) Lift scbagaimana dimaksud ayst (2) pasal ini, harus mempunyai zakelar
kebakaran (fire switch) jenis tombol rekan yang ditempatksn di lantai dasar
dekat piniu 1ift dan memenuhi ketentuan yang ditstapkan oleh Kepala Daerah.

(4) Pinto penutup ruang luncur aten kendarasn Wt harux fahan api minimum 1
(satu) jam dan harus kedap asap.

(3) Bagian dalam, termasuk hiasan dalamm kendaraan lift harus dibuat dari bahan
yang tidak mudah terbakar,

(6) Bagian luar alap atau lantai kendaraan KR harus dibuat dan atau dilapis dengan
bahan yang tidak mudah terbakar, scdangkm!apmanm'akhrhm tahan api.

(7) Ruang luncur lifi hams mendapai wentilasi sesuai dengan ketemfuan
scbagaimana dimaksud Pasal 56 ayal (2), ayst (3), ayat (4) dan ayat (5)
Peraturan Daerah ini.
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Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran.

Setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran
pintu yang minimal haros dapat dilalui usungan (brand car) secara horizontal
yang berukuran 2 (dua) * 0,70 (tujuh puluh perseratus) m2.

Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang
kebakaran dan aliran listrik terscbut berdiri sendiri.

Bagian Ketiga
Bangunan Tinggi
Pasal 65

Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 52
sampai dengan Pasal 64 Peraturan Dasrah ini, kecuali ketentuan Pasal 54 ayat
(6) Peraturan Daerah ini, untuk pintu kebakaran dan koridor jalan keluar harus
mempunyai ketahanan api minimum 2 (dua) jam.

Sctiap lantai bangunan tinggi hams dilindungi dengan sistem pemercik
olomatis secara penuh.

Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yang kedap asap
sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Dacrah ini.

Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam
keadaan darurat.

Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau keperluan lainnya, atap
teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter.

Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, harus
memenuhi persyaratan sesvai dengan ketentuan yang berlaku,

Kepala Dacrah dapat mewajibkan pada bangunan ferfentn untuk menyediakan
landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

BABVI
PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 66

Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasiproleksi kebakaran dan
sarana penyelamatan jiwa pada bangunan haru sterlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk,

Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana
penyclamatan jiwa pada bangunan harus mendapat persetujuan dari walikota
atau pejabat yang ditumjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh peiugas yang

berwenang.

Apabila dalam pemeriksaan scbagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ternyata
masih banyak terdapat kelenfuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Kepala
Dacrah dapat memerintahkan untuk menunda dan atau mclarang penggunaan
suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.

Pasal 67

Kcpala Dacrah dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan
dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.
Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran
untuk bangunan rendah, menengah dan linggi scbagaimana dimaksud BAB V
serta ketentuan penyediaan alat pemadam sclama pembangunan sedang
dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 63 Peraturan Daerah ini.
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Apabila dalam pemeriksaan scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdapat
hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Kepala Daerah dapat
memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.

Semua pembisyaan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1),
tyat(Z)dmayalﬂ}pudmnmuadmhobanswhn}udmpemmkm
pengelola, dan atau penanggungjawab bangunan terscbut

Pasal 68

Setiap bangunan yang dipersyaratkanmempunyai instalasi proteksi kebakaran
dmmpmychmﬁm;mamdipwiknmmbﬂ'hlumm
kelengkapan dan kesiapan, sarana penanggulangan kebakaran,
penyelammnjlwadmhﬂ-halhmymgbnhnmlmgsmgdcmmhn
penaggulangan kebakaran.
Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenubi persyaratan
harus mendapatkan stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai
yang dikeluarkan olch Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuk.
Bangunan yang telah diperiksa sccara berkala dan belum memenuhi
persyaratan, harus tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya dan
Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta rekomendasi perbaikannya
yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus
dipasang pada bagian dinding dekat pinfu masuk utama pada ketinggian 2 (dua)
metr dari permukaan tanah/lantai agar mudah dilihat.
Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan dafiar kelengkapan dan kesiapan
garana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah
ada,
Apabila dianggap perlu Kepala Dacrah  dapat melarang penggunaan bangunan
yang belum memenuhi persyaratan dan atau mengandung ancaman bahaya
kebakaran tinggi.

Pasal 69

Potensi ancaman bahaya kebakaran yang ada di suatu bangunan, alat pencegah
dan pemadam kebakarannya harus diperiksa secara berkala paling cepat 1 (satu)
tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) tahun sekali, serta dalam waktu 5 (lima)
tahun sekali harus dilakeanakan pengetesan tabung bahan pemadamnya dengan
tckanan hidrolik. Di samping itu dapat dilakukan pemeriksaan sowakiu-wakiu
dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ol¢h Kepals Daerah atau
pejabat yang ditunjuknya.

Sctiap pemilik dan atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib memberi kesempatan dan
membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh
petugas Dinas Penanggulangan Bghaya Kebakaran yang harus dilengkapi
dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu
melaksanakan fugasnya.

Alat pencegah dan pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaralan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus segera diisi, diganti dan atau
diperbaiki schingga s¢lalu berada dalam keadaan siap pakai,

Hasil pemeriksaan berkala scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
menentukan  diperolehnya  sertifikat layak pakai unfuk waktu tertentu
berdasarkan ketentuan yang berlaku,



Pasal 70

Pemilik pengelola dan atau penanggungjawab bangunan sepenubnya bertanggung
jawab atas kelengkapan, kelaikan seluroh alat pencegah dan pemadam kebakaran
sesnai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan
penggantian alat terscbut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan
Daerah ini.
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Pasal 71

Kepala Dacrah atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat
memasuki dengan lefuasa dan tanpa membayar di mana disdakan pertunjukan,
keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.

Penyclenggara perfunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud ayat 1)
pasal ini wajib melakukan tindakan yang diperintahkan  oleh petugas
sebagnimmdimalmda}at(ljpaulini,mkkcpcnﬁngmmgahm
bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya
pertunjukan atau pertemuan tersebut,

Pasal 72

Setiap perorangan dan stau badan ussha yang melaksanakan pemasangan
sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin Kepala Dacrah dan
atau pejabat yang ditunjuk.

Sctiap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan,
memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam
kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk.

Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, berlaku 3 (tiga)
tahun dan dapat diperpanjang atan diperbaharui.
Pmemg]z&nhmummbmhpmmhﬂﬂhlcpadamﬁkoumwahﬂ
yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) pasal ini.

BABVII
KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
Pasal 73

Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya
kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan wsaha pemadaman
kebakaran, baik unfuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.

Barang siapa yang berada didacrah kebakaran dan mengetahui tentang adanya
kebakaran wajib segera melaporkannys kepada Dinas Penanggulangan Bahaya
Kebakaran dan atau instansi lain yang terdekat.

Instansi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, yang telah menerima
laporan fentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Dinas
Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Pasal 74

Dalam penanggulangan kebakaran, penyslamatan jiwa harus lebih diutamakan
daripada penyelamatan harta benda.

Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik
atau penanggung jawab bangunan wajib mengikuti program jaminan
penanggulangan risiko kebakaran.

Pelaksanaan atas penyelenggaraan program jaminan penanggulangsn risiko
kebakaran ditetapkan oleh Kepala Dacrah.
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Pasal 75

Sebelum petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran tiba di tempat
terjadinya kebakaran, Komandan Barisan Sukarela Kebakaran, atau
penanggung jawab tempat terscbut, atau Ketus Rukun Tetangga setempat atau
anggota Polisi yang fertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan
bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman,
Setelah petugds pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran demi
kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap
orang di dderah bahaya kebakaran, kecuali para petugas,

Setclah petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran tiba di tempat
terjadiniya kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wewenang dan
langgung jawab beralih pada pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya

Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Dinas Penanggulangan
Bahaya Kebakaran scbagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, harus segera
menycrahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada
penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain ole¢h Kepala Daerah.
Scbelum pimpinan petugas Dings Penanggulangan Bahaya Kebakaran
menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab scbagaimana dimaksud
ayat (4) pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak
Kepolisian mavpun oleh Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Penyelidikan pendshuluan dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk kepentingan
pengusutan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan
yang berlaku.

Untuk memperolch data lengkap tentang sebab kebakaran, Dinas
Penanggulangan Bahaya Kebakaran berwenang atau dapat melakukan
pemeriksaan penyebab kebakaran.

Setelah pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran
menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab scbagaimana dimaksud
ayat (4) pasal ini, yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis
sccara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut
kepada Kepala Dinas.

Pasal 76

Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran
diwajibkan mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para
peiugas sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah
m,

Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang discbabkan karena tidak
dipatuhinya petunjuk dan atau perintah scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan,
Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang ke luar dari daerah
kebakaran fanpa izin pefugas scbagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat
(3) Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik perkarangan berkewajiban
memberikan bantuan kepada para petugas scbagaimana dimaksud Pasal 75 ayat
(1) dan ayat (3) Pératuran Daersh ini baik diminta maupun tidak untuk
i pemadaman kebakaran.

Pemilik dan atau penghuni bangunan atan pemilik perkarangan sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan
yang dapat menghalangi atau menpghambat kelancaran pelaksanasn tugas
pemadaman kebakaran.
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Pasal 78

Pemilik dan atau penghuni bangunan stan pemilik perkarangan wajib mengadakan
findakan dan memberikan kesempaten demi terlaksanmmya fugas pemadaman guna
mencegah, menjalamya kebakaran, atau menghindsri bahaya kebakaran, baik
didalam mavpun di perkarangan rumahnya atau bangunan lainnya,

Pasal 79

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat
menimbulken ancaman kesclamatan jiwa sesecorang dan atou bahaya kebakaran,
pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan
memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang disnggap pertu oleh pimpinan
petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran atan Polisi, tanpa menuntat ganti
rugi kopada siapapun.

Pasal 80

(1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan
Kebakaran dan atau pimpinan petugas Polisi yang berfugas di tempat kebakaran
tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.

(2) Penutupan daerzh kebakaran dan atsu penwfupan jalan umum schagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, harvs segera dilaporkan kepada Kepala Dacrah.

B AB VI
PEMBINAAN
Pasal 81

(1) Pemerintah Dacrah harus melaksanakan program latihan pencegahan dan
pemadaman kebakaran sccara berkala, teratur dan terus menerus Kkecuali
ditentukan lain oleh Kepala Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dalam rangks pembinasn partisipasi masyarakat dibentuk
Barisan Sukarcla Kebakaran Kota Palembang vang pengaturannya lebih lanjut
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Untuk bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan dan bangunan
perumahan sederhana harus diftnjuk dan ditetspkan seorang pimpinan atan
Komandan Balakar yang berfanggung jawab atas pembentukan kesatuan
Balakar pada lingknngan masing-masing dan pelaksanaan program lainnya
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

(4) Unfuk bangunan rumsh susun yang kapasitas penghuminya lebih dari 50 (lima
puiuh) orang dan bangunan pabrik serfa bangunan umum dan perdagangan
yang kapasitas penghuninya lebih dari 30 (tiga putuh) orang harus ditunjuk dan
ditetapkan Kepala Keselamatan Kebakaran Gedung yang harus bertanggung
Javwab atas pelaksanaan manajemen sistem pengamanan kebakaran sctompat.

BABIX
PENGAWASAN
Pasal 82

Pengawasan atas kepatuhan techadap Peraturan Derzh ini, ditugaskan kepada Kopala
Dinas. Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Kepala Dinas Permukiman dan
Prasarana Wilayah, Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan
Camat dalam Daerab, serta Instanal terkait sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya.



BABX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 83

Sctiap pelanggran atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola
atau penanggung jawab bangunan sebagaimana dimaksud dalsm Peraturan Derah
ini, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan :

a. menunda atsu tidak mengeluarkan izin rekomendasi;

b. mencabut izin atau rekomendasi yang dikeluarkan;

¢.  memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau
sebagian.

BABXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 84

(1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman
lurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan  atau denda sehanyak-banyaknya
Rp. 5.000.000,~ (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayst (1) pasal ini adalah pelanggaran,

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 85

(1) Sclain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana,
penyidikan findak pidana scbagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini,
dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan
Pemerintahan Dagrah yang pengangkatannya difelapkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

(2) Dalam pelaksanaan fugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
sebagainana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :

4. mencrima laporan atmu pengaduan dari scseorang tentang adanya tindak
pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan;

menyuroh berhenti seorang tersangka dan memeriksa fanda pengenal diri

tersangka;

melakukan penyitaan benda dan atan surat;
mengambil sidik jari dan memotret sescorang;
mmgmggﬂ orang untuk didengar dan diperikss sebagai tersangka atan

mwmomgﬂwmhummyammmﬂm

mengadakan penghentian penyidikan sctelah mendapat petunjuk dari
penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan  tindak pidana dan  selanjuinya  melatui  penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada Penunful Umum, tersangka atau
keluarganya;

I.  mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung
Jawabkan,

L)
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BAB XIIT
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 86

Dengan berlakunya Peraturan Derah ini, maka pemilik, pengelola dan atau
penanggung jawab bangunan dan atau perusahaan perumahan (real estato)
dalam Dacrah, dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun untuk menyesuaikan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desah ini,

Izin yang dikemarkan scbelum ditetapkannya Peraturan Derah ini, berlaku
sampai habis masa berlakunya.

Kepala Dacrah atau Pejabat yang ditunjuknya dapat memerintahkan menutup
dan melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagimana diatur dalam Perturan Derah ini sampal pemilik, pengelola dan atau
penanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan sebagimana
dimaksud ayat (1) pasal ini.

BABXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka scgala ketentuan yang tidak scjalan

m
(2

Pasal 88
Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagai Instansi teknis pelaksana
Peraturan Daersh ini.
Hal-hal yang be¢lum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan olch Kepala
Dacrah sepanjang mengenai pelaksanaanya.

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya sclisp orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Palembang.
Ditetapkan di Palembang
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LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR  : 41 TAHUN 2002

TANGGAL : 21 NOPEMBER 2002

TENTANG : PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN.

PERSYARATAN PEMASANGAN ALARM KEBAKARAN
MENURUT JENIS, JUMLAH LANTAIL DAN LUAS LANTAI

Jumiah luas
Klasifikasi Jumlah
B Jenis bangunan lantal -lnlnng‘:plmti P e
1 185 Meanual
HOTEL 2-4 tab Otomatis
>4 Lab Otomatis
1
PERTOKOAN 54 it Manual
DAN PASAR >4 b 0‘“"‘“’0 :
1 185 Manual
PERKANTORAN 2-4 tab Otomatis
s tab Otomatis
RUMAH SAKIT a4 e m"‘”‘“‘.‘
DAN PERAWATAN 54 tak ’ :
1 tab Manual
BANGUNAN 2-4 tab Otomatis
TNDUSTRI >4 tab : :
TEMPAT - tab Manual
HIBURAN 2-4 tab Otomatis
MUSEUM >4 tab Otomatis
PERUMAHAN 40 td td
-4 375 Manual
BERTINGKAT >4 Sk : ;
1 td td
ASRAMA 2-4 tab Manual
>4 tab Otomatis
1 td td
SEKOLAH 2-4 375 Manual
>4 tab Otomatis
1 td td
TEMPAT 2-4 175
IBADAH 54 bt Manual

Keterangan : I‘Gnmmmgmymgbuutudmbdapmhmudtmpummhmml(m]

X Ifli-.id'gllh"‘"g zan di Palembang
p:d::'-lu'nfgt‘l}-aﬂ - - 2002
s...;J-'ﬁiUEa‘ W KOTA PALEMEANG
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LAMPIRAN 1I : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR : 41 TAHUN 2002
TANGGAL : 21 NOPEMBER 2002
TENTANG : PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN,

TINGKAT KEPEKAAN KEPALA SPRINKLER TERSEBUT DITANDAI DENGAN
PEMBERIAN WARNA TERTENTU BAIK PADA SEGEL MAUPUN PADA CAIRAN YANG
TERDAPAT DI DALAM TABUNG GELAS :

KEPEKAAN KEPALA SPRINKLER SESUAI DENGAN WARNA SEGEL

| SUHU LEMBUR SEGEL ( O°) WARNA SEGEL |
64-T4 Tak berwama
93 -100 Putih
141 Bira
182 Kuning
224 Merah

KEPEKAAN KEPALA SPRINKLER SESUAI DENGAN

WARNA TABUNG GELAS
SUHU PECAH GELAS ( 0°) WARNA%AIRANDALAM
27 Jingga
68 Merah
79 Kuning
141 Biru
182 Ungu
204 - 206 Hitam

" Diusilangkan di Pulembang
Padifanziel 8~ 1= 2002
SEATTARM O 4EAAH KOTA PALEMBANS
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LAMPIRAN I

NOMOR

TANGGAL
TENTANG

: PERATURANDAERAH KOTA PALEMBANG
: 41 TAHUN 2002
: 21 NOPEMBER 2002

: PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN,

KETAHANAN APl JENIS KOMPONEN STRUKTUR DAN KETINGGIAN
STRUKTUR BANGUNAN DINYATAKAN DALAM LANTAI

Jumlah Lanta: Ketahsanan Api
Jumlsh Lantai Antara 5s.d < 5
Keterangan K Strukt Empat lantar lartad 14 dari ml..l.r’mhlﬁdm
alam b
777 Rup ZI77THTI7I7 Dinding partid Tam 2jem Zjm
Lantai 1 Lastsi 15 dari - 1j 25
e - Dinding Pemikul i ot ey
kebewat g Eg Bagian yung == Tfam Tham
Laniai - gwg_ terkena spi
Lastad & | Bagian lain 30 menit 20 menit 30 menit
S Kuh'n 1 jam 2 jam 3 jam
Lantai Tjam 2 jam 3jam
Lantai § Balok 1 jam 2 jam 3 jam
Alsp 30 menit
Tasadd 1 Atap landasan helikopter 1 jam
Lanead 14
Lastsd 18
Lemind 16
Permukams fameh
Groand flose
Daseornnt
KOMPONEN
SRUKTUR KETAHANAN API
BANGUNAN | jEnis URAIAN KETERANGAN
3JAM | 2JAM | “JAM
Tebal minimum lapisan beton Untuk semua jenis lantai,
Bertulang tidak memikul beban. 150 12,5 90 | hsrus terdapal pemup
Balok beton tulangan
Toju cbal mimmum lapisan beton 125 90 70 pokok s;‘;l minimum
mqniku.lhebln. ¥ 3 2,5 untuk ketshanan api
Tebal minimum lapisan beton Jjam dan minimum 1,5 em
Kolam | bertulang tidek  memikul 50 50 25 | untuk ketahanan api
kureng dani 3 j
Bsta Merah Tebal minimum. =
17,5 10,0 12 Unitu} findi
Dinding [Tebal minimum harus terdapat penutup
beton pad tulangan pokek
17,5 10,0 6,5 setebal 25
. [T ini
Lantsi xlmmmnnmbehn 50 40 15
Beton $ﬁmmﬁnmhm 15,0 12,0 9,0
Pratelan | Balok mindmum perutup befon 85 65 25
‘Labuminimmnbaloh 24,0 16,0 80
K ) ukuran
— N = =il
,,j;?;n;.unonmmm WALIKOTA PALEMBANG
AR e ' ¥ A
teerr ,‘l!{i .-}- X ?xr.n.L:-a:.:t.ET-\W‘l 0,2 KOvOR 75 — --"..-.H'HUSNI
'Q\‘_.‘ _L_..' !-',:«_.’-F-u b A% "‘\.,:_._'H T
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LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 41 TAHUN 2002
: 21 NOPEMBER 2002
: PENANGGULANGAN BAHAYA

KEBAKARAN.

KETEBALAN KOMPONEN STRUKTUR BANGUNAN DAN LAPISAN PENUTUPNYA

(DALAM CM ) PADA KETAHANAN APU 3 JAM,
3 JAM DAN 12 JAM

KOMPONEN
SRUKTUR KETAHANAN API
BANGUNAN | JENIS URAIAN
3JAM | 2JAM | "JAM
. [Tebal total minimum lanisi mond Untuk semua jenis lantai,
Lantad |, -c berbentuk U dan 15,0 12,5 9,0 Yis: Sad I
Tebal total minimum lentzi belg beton pada fulangan
Beton berongga, lantai  pracetak | 12,5 9,0 70 | pokok sefebal minimum
Bertulang berbentuk kotak ateu 1. 2,5 untuk ketahanin api 3
Tebal mummum dinding tanpa jam dan minimum 1,5 em
Balok | pelindung tambahan. 50 50 25 mﬂnkk;:h:mqﬁ ying
) il
1‘d§nl minimum  dinding
pefindung tembehan 17,5 10,0 1 : _—
Divi T — i G e
dengan plesteran scmen
Gipa hal mini 1.2 am 17,5 10,0 65 satebal 2,5
Lantsl Tebal minimum pemstup beton 50 40 15
Beton Tebral mininmum lantai 15,0 12,0 920
Pratekan Tebal minimum peniifup beton
Balok ulangan prate 83 6,5 25
mirimum balok. 24,0 16,0 20
Keterangan ; scmua ukuran tersebut dalam Cm.
,'l:j‘iug\_jn ughkan di Palembang . :-
oteesel 28 - M~ 2002 WA[IEG%PALWG

TP
. e
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